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BAB I

PENDAHULUAN

1.1
Latar Belakang
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap OPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-OPD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD. Renstra-OPD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran dari Renstra-OPD tersebut, maka OPD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, Tujuan, sasaran, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar mempunyai arti yang penting dan strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut : 
1. Rencana Kerja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Rencana Kerja Sekretariat DPRD 2018 2 Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RencanaKerja Pemerintah Daerah (RKPD). 
2. Rencana Kerja OPD merupakanacuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA,PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019. 
3. Rencana Kerja OPD merupakan salah satu instrumentuntuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi, mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah. 
Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja OPD harus mengikuti tata caradan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 
 Sejalan dengan Visi Sekretariat DPRD  Kota Serang Tahun yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) DPRD Kota Serang Tahun 2014 – 2018 yaitu “ PELAYANAN PRIMA TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI WEWENANG DPRD ”, maka Untuk dapat mewujudkan Visi Misi tersebut Sekretariat DPRD Kota menyusun Rencana Kerja tahun 2019 yang  digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan  Rancangan Kerja Anggaran (RKA).

1.2 Landasan Hukum.

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Undang - undang nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Propinsi Banten;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang;
12. Peraturan Walikota Serang Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Serang;
13. Peraturan Walikota Serang Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.3
Maksud dan Tujuan.
Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2019 adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan untuk dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan tujuannya adalah sebagai bahan penyusunan kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Pagu Anggaran Sementara serta dokumen yang menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Serang


Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat DPRD Kota Serang mempunyai Tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan daerah.


Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan:

1. Sekretaris DPRD ;

2. Bagian Umum :

a. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga ;

b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian ;

c. Sub Bagian Humas dan Protokoler.
3. Bagian Keuangan:

a. Sub Bagian Perencanaan ;

b. Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan ;

c. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan.

4. Bagian Persidangan :

a. Sub Bagian Risalah dan Persidangan ;

b. Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD ;

c. Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi.


Secara lebih jelasnya, Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Serang dapat di gambarkan melalui bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Serang sebagai berikut :

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Serang



Untuk dapat melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat DPRD Kota Serang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

1. Penyelenggaraan administrasi Kesekretariatan DPRD.

2. Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD.

3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat DPRD.

4. Penyediaan dan pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sedangkan uraian tugas jabatan struktural dilingkungan Sekretariat DPRD Kota Serang menurut Peraturan Walikota Serang nomor 29 tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan structural di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Serang.

1. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1. TUGAS POKOK :

Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan serta membina tugas-tugas Bagian Umum, Bagian Keuangan, dan Bagian Persidangan, dan melaporkan kegiatan Bagian Umum, Bagian keuangan, dan Bagian Persidangan kepada pimpinan sehingga terlaksana dengan baik, efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. URAIAN TUGAS :

2.1. Mengkoordinasikan kegiatan Sekretariat DPRD dengan pihak terkait sehingga tercipta sinkronisasi;

2.2. Merumuskan sasaran kebijakan ruang lingkup Sekretariat DPRD dengan mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan Bagian Umum, Bagian Keuangan, dan Bagian Persidangan agar penyelenggaraan kinerja dapat berjalan dengan baik;

2.3. Membina pegawai pada ruang lingkup Sekretariat DPRD dengan memberikan arahan untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja;

2.4. Mengarahkan kegiatan Bagian Umum, Bagian Keuangan, dan Bagian Persidangan dengan memberi petunjuk kepada bawahan untuk mengoptimalkan tugas; 

2.5. Menyelenggarakan kegiatan Bagian Umum, Bagian Keuangan, dan Bagian Persidangan dengan mengacu pada visi dan misi DPRD Kota Serang agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;

2.6. Mengevaluasi kegiatan Bagian umum, bagian Keuangan, dan Bagian Persidangan dengan menilai hasil yang telah dicapai sehingga dapat terukur pencapaian kinerja;

2.7. Melaporkan kegiatan Bagian Umum, Bagian Keuangan, dan  Bagian Persidangan dengan menyusun laporan untuk diketahui pimpinan mengenai tingkat kinerja yang telah dilaksanakan; 

2.8. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi

2. KEPALA BAGIAN KEUANGAN

1. TUGAS POKOK :

Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan anggaran, serta menyelenggarakan kegiatan administrasi keuangan Sekretariat DPRD, membagi tugas dan mengatur serta memberikan petunjuk kepada bawahan, mengevaluasi kegiatan pada Bagian Keuangan, dan memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan di Bagian Keuangan dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. URAIAN TUGAS :

2.1. Merencanakan operasional kegiatan Bagian Keuangan dari hasil perumusan program dengan melakukan koordinasi agar terlaksana dengan baik;

2.2. Membagi tugas kepada bawahan melalui pendistribusian untuk kelancaran tugas;

2.3. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan arahan agar terlaksana dengan baik dan benar;

2.4. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan pengawasan melekat agar terlaksana sesuai dengan aturan;

2.5. Mengatur kegiatan Bagian Keuangan meliputi pembinaan penyelenggaraan anggaran dan perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan serta perencanaan Sekretariat Dewan dengan mengendalikan kegiatan agar terarah sesuai dengan ketentuan;

2.6. Mengendalikan kegiatan disetiap Sub Bagian dengan mengkoordinir tugas agar tercipta kesinergisan; 

2.7. Mengevaluasi kegiatan Bagian Keuangan melalui hasil yang telah dicapai sehingga dapat mengukur pencapaian kinerja;

2.8. Melaporkan kegiatan Bagian Keuangan dengan menyusun laporan untuk diketahui Sekretaris Dewan mengenai tingkat kinerja yang telah dilaksanakan;

2.9. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

1.  TUGAS POKOK :

Memimpin, merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol kegiatan Sub Bagian Perencanaan, memberikan petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Sub Bagian Perencanaan sehingga berhasil dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. URAIAN TUGAS :

2.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dari hasil perumusan program dengan menyusun kegiatan agar terencana dengan baik; 

2.2. Membagi tugas kepada bawahan melalui pendistribusian untuk kelancaran tugas;

2.3. Memberi petunjuk kepada bawahan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing dengan memberikan arahan agar terlaksana dengan baik dan benar;  

2.4. Membimbing bawahan dalam menyelesaikan tugas dengan memberikan arahan sehingga terlaksana dengan baik dan benar;     

2.5. Memeriksa dan mengecek pekerjaan bawahan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian Perencanaan, pelaksanaan penghimpunan kegiatan perencanaan di tiap-tiap Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD, pelaksanaan penyusunan kegiatan perencanaan Sekretariat DPRD, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, tentang perencanaan Sekretariat DPRD dengan teliti agar tugas dilaksanakan dengan benar; 

2.6. Mengoreksi hasil kerja bawahan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian perencanaan, pelaksanaan penghimpunan kegiatan perencanaan di tiap-tiap Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD, pelaksanaan penyusunan kegiatan perencanaan Sekretariat DPRD, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, tentang perencanaan Sekretariat DPRD dengan memperbaiki hasil kerja agar sesuai dengan petunjuk dan aturan; 

2.7. Mengontrol setiap pekerjaan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian Perencanaan, pelaksanaan penghimpunan kegiatan perencanaan di tiap-tiap Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD, pelaksanaan penyusunan kegiatan perencanaan Sekretariat DPRD, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, tentang perencanaan Sekretariat DPRD dengan mengawasi agar efektif dan efisien;

2.8. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan perencanaan Sekretariat DPRD dengan menyusun laporan penyelenggaraan perencanaan Sekretariat DPRD guna tercipta laporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
2.9. Melaporkan kegiatan Sub Bagian Perencanaan kepada Kepala Bagian Keuangan dengan menyusun laporan untuk mengetahui tingkat kinerja;

2.10. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. KEPALA SUB BAGIAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN

1. TUGAS POKOK :

Memimpin, merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol kegiatan Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan, memberikan petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan sehingga berhasil dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. URAIAN TUGAS :
2.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Anggaran  dan Perbendaharaan dari hasil perumusan program dengan menyusun kegiatan agar terencana dengan baik; 

2.2. Membagi tugas kepada bawahan melalui pendistribusian untuk kelancaran tugas;

2.3. Memberi petunjuk kepada bawahan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing dengan arahan agar terlaksana dengan baik dan benar;  

2.4. Membimbing bawahan dalam menyelesaikan tugas dengan memberikan arahan sehingga terlaksana dengan baik;     

2.5. Memeriksa dan mengecek pekerjaan bawahan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan, pelaksanaan pengujian dan penatausahaan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Sekretariat DPRD, pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Sekretariat DPRD, pelaksanaan kegiatan penatausahaan anggaran Sekretariat DPRD, serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, tentang perbendaharaan Sekretariat DPRD dengan teliti agar tugas dilaksanakan dengan benar;

2.6. Mengoreksi hasil kerja bawahan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan, pelaksanaan pengujian dan penatausahaan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Sekretariat DPRD, pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Sekretariat DPRD, pelaksanaan kegiatan penatausahaan anggaran Sekretariat DPRD, serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, tentang perbendaharaan Sekretariat DPRD dengan memperbaiki hasil kerja agar sesuai dengan petunjuk dan aturan;

2.7. Mengontrol setiap pekerjaan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan, pelaksanaan pengujian dan penatausahaan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Sekretariat DPRD, pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Sekretariat DPRD, pelaksanaan kegiatan penatausahaan anggaran Sekretariat DPRD, serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, tentang perbendaharaan Sekretariat DPRD dengan mengawasi agar efektif dan efisien;

2.8. Melaporkan kegiatan Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan kepada Kepala Bagian Keuangan dengan menyusun laporan untuk mengetahui tingkat kinerja;

2.9. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. KEPALA SUB BAGIAN PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
1. TUGAS POKOK :

Memimpin, merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol kegiatan Sub Bagian pembukuan dan Pelaporan, memberikan petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan sehingga berhasil dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. URAIAN TUGAS :

2.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian pembukuan dan Pelaporan dari hasil perumusan program dengan menyusun kegiatan agar terencana dengan baik; 

2.2. Membagi tugas kepada bawahan melalui pendistribusian untuk kelancaran tugas;

2.3. Memberi petunjuk kepada bawahan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing dengan arahan agar terlaksana dengan baik dan benar;  

2.4. Membimbing bawahan dalam menyelesaikan tugas dengan memberikan arahan sehingga terlaksana dengan baik;     

2.5. Memeriksa dan mengecek pekerjaan bawahan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian pembukuan dan Pelaporan, pelaksanaan kegiatan penelitian, pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban (SPJ) atau bukti-bukti pengeluaran pada tiap Bagian di Sekretariat DPRD, pengelolaan dan pemeliharaan tanda bukti pengeluaran atau surat pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD, serta pelaksanaan penyusunan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD dengan teliti agar tugas dilaksanakan dengan benar;

2.6. Mengoreksi hasil kerja bawahan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan, pelaksanaan kegiatan penelitian, pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban (SPJ) atau bukti-bukti pengeluaran pada tiap Bagian di Sekretariat DPRD, pengelolaan dan pemeliharaan tanda bukti pengeluaran atau surat pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD, serta pelaksanaan penyusunan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD dengan memperbaiki hasil kerja agar sesuai dengan petunjuk dan aturan;

2.7. Mengontrol setiap pekerjaan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan, pelaksanaan kegiatan penelitian, pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban (SPJ) atau bukti-bukti pengeluaran pada tiap Bagian di Sekretariat DPRD, pengelolaan dan pemeliharaan tanda bukti pengeluaran atau surat pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD, serta pelaksanaan penyusunan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD dengan mengawasi agar efektif dan efisien;

2.8. Melaporkan kegiatan Sub Bagian pembukuan dan Pelaporan kepada Kepala Bagian Keuangan dengan menyusun laporan untuk mengetahui tingkat kinerja;

2.9. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. KEPALA BAGIAN UMUM 
1. TUGAS POKOK : 

Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan anggaran, serta  menyelenggarakan kegiatan Bagian Umum, membagi tugas dan mengatur serta memberikan petunjuk kepada bawahan, mengevaluasi kegiatan pada Bagian Umum, dan memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan di Bagian Umum dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. URAIAN TUGAS :

2.1. Merencanakan operasional kegiatan Bagian Umum dari hasil perumusan program dengan melakukan koordinasi agar terlaksana dengan baik;

2.2. Membagi tugas kepada bawahan melalui pendistribusian untuk kelancaran tugas;

2.3. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan arahan agar terlaksana dengan baik dan benar;

2.4. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan pengawasan melekat agar terlaksana sesuai dengan aturan;

2.5. Mengatur kegiatan Bagian Umum meliputi pengkoordinasian dan penyelenggaraan umum dan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian serta hubungan masyarakat dan protokol Sekretariat DPRD dengan mengendalikan kegiatan agar terarah sesuai dengan ketentuan;

2.6. Mengendalikan kegiatan disetiap Sub Bagian dengan mengkoordinir tugas agar tercipta kesinergisan;

2.7. Mengevaluasi kegiatan Bagian Umum melalui hasil yang telah dicapai sehingga dapat mengukur pencapaian kinerja;

2.8. Melaporkan kegiatan Bagian Umum dengan menyusun laporan untuk diketahui Sekretaris Dewan mengenai tingkat kinerja yang telah dilaksanakan;

2.9. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN RUMAH TANGGA
1. TUGAS POKOK :
Memimpin, merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol kegiatan Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga, memberikan petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga sehingga berhasil dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. URAIAN TUGAS :
2.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga dari hasil perumusan program dengan menyusun kegiatan agar terencana dengan baik;

2.2. Membagi tugas kepada bawahan melalui pendistribusian untuk kelancaran tugas;

2.3. Memberi petunjuk kepada bawahan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing dengan arahan agar terlaksana dengan baik dan benar; 

2.4. Membimbing bawahan dalam menyelesaikan tugas dengan memberikan arahan sehingga terlaksana dengan baik;     

2.5. Memeriksa dan mengecek pekerjaan bawahan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga, penyiapan bahan pengurusan umum dan rumah tangga Sekretariat DPRD, pelaksanaan kegiatan urusan umum dan rumah tangga Sekretariat DPRD, pelaksanaan pengelolaan kegiatan urusan umum dan rumah tangga Sekretariat DPRD, serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, tentang urusan umum dan rumah tangga dengan teliti agar tugas dilaksanakan dengan benar;

2.6. Mengoreksi hasil kerja bawahan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga, penyiapan bahan pengurusan umum dan rumah tangga Sekretariat DPRD, pelaksanaan kegiatan urusan Umum dan rumah tangga Sekretariat DPRD, pelaksanaan pengelolaan kegiatan urusan umum dan rumah tangga Sekretariat DPRD, serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, tentang urusan umum dan rumah tangga dengan memperbaiki hasil kerja agar sesuai dengan petunjuk dan aturan;

2.7. Mengontrol setiap pekerjaan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga, penyiapan bahan pengurusan umum dan rumah tangga Sekretariat DPRD, pelaksanaan kegiatan urusan Umum dan rumah tangga Sekretariat DPRD, pelaksanaan pengelolaan kegiatan urusan umum dan rumah tangga Sekretariat DPRD, serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, tentang urusan umum dan rumah tangga dengan mengawasi agar efektif dan efisien;

2.8. Melaporkan kegiatan Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga kepada Kepala Bagian Umum dengan menyusun laporan untuk mengetahui tingkat kinerja;

2.9. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN

1. TUGAS POKOK :
Memimpin, merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, memberikan petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sehingga berhasil dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. URAIAN TUGAS :
2.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian dari hasil perumusan program dengan menyusun kegiatan agar terencana dengan baik; 

2.2. Membagi tugas kepada bawahan melalui pendistribusian untuk kelancaran tugas;

2.3. Memberi petunjuk kepada bawahan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing dengan arahan agar terlaksana dengan baik dan benar;  

2.4. Membimbing bawahan dalam menyelesaikan tugas dengan memberikan arahan sehingga terlaksana dengan baik;     

2.5. Memeriksa dan mengecek pekerjaan bawahan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, penyiapan bahan pengadministrasian kegiatan pimpinan, pelaksanaan administrasi kegiatan pimpinan, pelaksanaan pembinaan pengelolaan kegiatan tata usaha dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD, penyiapan bahan pelaksana kepegawaian Sekretariat DPRD, serta pelaksananaan koordinasi dengan instansi terkait, tentang tata usaha dan kepegawaian dengan teliti agar tugas dilaksanakan dengan benar; 

2.6. Mengoreksi hasil kerja bawahan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, penyiapan bahan pengadministrasian kegiatan pimpinan, pelaksanaan administrasi kegiatan pimpinan, pelaksanaan pembinaan pengelolaan kegiatan tata usaha dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD, penyiapan bahan pelaksana kepegawaian Sekretariat DPRD, serta pelaksananaan koordinasi dengan instansi terkait, tentang tata usaha dan kepegawaian dengan memperbaiki hasil kerja agar sesuai dengan petunjuk dan aturan;

2.7. Mengontrol setiap pekerjaan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, penyiapan bahan pengadministrasian kegiatan pimpinan, pelaksanaan administrasi kegiatan pimpinan, pelaksanaan pembinaan pengelolaan kegiatan tata usaha dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD, penyiapan bahan pelaksana kepegawaian Sekretariat DPRD, serta pelaksananaan koordinasi dengan instansi terkait, tentang tata usaha dan kepegawaian dengan mengawasi agar efektif dan efisien;

2.8. Melaporkan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian kepada Kepala Bagian Umum dengan menyusun laporan untuk mengetahui tingkat kinerja;

2.9. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. KEPALA SUB BAGIAN HUMAS PROTOKOL

1. TUGAS POKOK :
Memimpin, merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol kegiatan Sub Bagian Humas dan Protokol, memberikan petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Sub Bagian Humas dan Protokol sehingga berhasil dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. URAIAN TUGAS :
2.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Humas dan Protokol dari hasil perumusan program dengan menyusun kegiatan agar terencana dengan baik; 

2.2. Membagi tugas kepada bawahan melalui pendistribusian untuk kelancaran tugas;

2.3. Memberi petunjuk kepada bawahan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing dengan arahan agar terlaksana dengan baik dan benar;  

2.4. Membimbing bawahan dalam menyelesaikan tugas dengan memberikan arahan sehingga terlaksana dengan baik;     

2.5. Memeriksa dan mengecek pekerjaan bawahan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian Humas dan Protokol, penyiapan bahan pengurusan humas dan protokol Sekretariat DPRD, pelaksanaan kegiatan urusan humas dan keprotokolan Sekretariat DPRD, pelaksanaan pengelolaan kegiatan urusan humas dan keprotokolan Sekretariat DPRD, serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, tentang urusan humas dan  keprotokolan dengan teliti agar tugas dilaksanakan dengan benar;

2.6. Mengoreksi hasil kerja bawahan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian Humas dan protokol, penyiapan bahan pengurusan humas dan keprotokolan Sekretariat DPRD, pelaksanaan kegiatan urusan humas dan keprotokolan Sekretariat DPRD, pelaksanaan pengelolaan kegiatan urusan humas dan keprotokolan Sekretariat DPRD, serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, tentang urusan humas dan keprotokolan dengan memperbaiki hasil kerja agar sesuai dengan petunjuk dan aturan;

2.7. Mengontrol setiap pekerjaan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian Humas dan Protokol, penyiapan bahan pengurusan humas dan keprotokolan Sekretariat DPRD, pelaksanaan kegiatan urusan humas dan keprotokolan Sekretariat DPRD, pelaksanaan pengelolaan kegiatan urusan humas keprotokolan Sekretariat DPRD, serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, tentang urusan humas dan protokol dengan mengawasi agar efektif dan efisien;

2.8. Melaporkan kegiatan Sub Bagian Humas dan Protokol kepada Kepala Bagian Umum dengan menyusun laporan untuk mengetahui tingkat kinerja;

2.9. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN 
1. TUGAS POKOK : 

Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, dan  menyelenggarakan kegiatan Bagian Persidangan, membagi tugas dan mengatur serta memberikan petunjuk kepada bawahan, mengevaluasi kegiatan pada Bagian Persidangan, dan memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan di Bagian Persidangan dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. URAIAN TUGAS :

2.1. Merencanakan operasional kegiatan Bagian Persidangan dari hasil perumusan program dengan melakukan koordinasi agar terlaksana dengan baik;

2.2. Membagi tugas kepada bawahan melalui pendistribusian untuk kelancaran tugas;

2.3. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan arahan agar terlaksana dengan baik dan benar;

2.4. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan pengawasan melekat agar terlaksana sesuai dengan aturan;

2.5. Mengatur kegiatan Bagian Persidangan meliputi pengkoordinasian dan penyelenggaraan sub bagian risalah dan persidangan, alat kelengkapan DPRD, dan Perundang-undangan dan dokumentasi Sekretariat DPRD, dengan mengendalikan kegiatan agar terarah sesuai dengan ketentuan;

2.6. Mengendalikan kegiatan disetiap Sub Bagian dengan mengkoordinir tugas agar tercipta kesinergisan;

2.7. Mengevaluasi kegiatan Bagian Persidangan melalui hasil yang telah dicapai sehingga dapat mengukur pencapaian kinerja.

2.8. Melaporkan kegiatan Bagian Persidangan dengan menyusun laporan untuk diketahui Sekretaris Dewan mengenai tingkat kinerja yang telah dilaksanakan;

2.9. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
11. KEPALA SUB BAGIAN RISALAH DAN PERSIDANGAN

1. TUGAS POKOK :
Memimpin, merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol kegiatan Sub Bagian Risalah dan Persidangan, memberikan petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Sub Bagian Risalah dan Persidangan sehingga berhasil dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. URAIAN TUGAS  :
2.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Risalah dan Persidangan dari hasil perumusan program dengan menyusun kegiatan agar terencana dengan baik; 

2.2. Membagi tugas kepada bawahan melalui pendistribusian untuk kelancaran tugas;

2.3. Memberi petunjuk kepada bawahan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing dengan arahan agar terlaksana dengan baik dan benar;  

2.4. Membimbing bawahan dalam menyelesaikan tugas dengan memberikan arahan sehingga terlaksana dengan baik;     

2.5. Memeriksa dan mengecek pekerjaan bawahan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian Risalah dan Persidangan, penyusunan kriteria risalah dan persidangan,  pengkoordinasian pelaksanaan risalah dan persidangan, serta pengkoordinasian pelaksanaan risalah dan persidangan dengan instansi terkait dengan teliti agar tugas dilaksanakan dengan benar; 

2.6. Mengoreksi hasil kerja bawahan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian Risalah dan Persidangan, penyusunan kriteria risalah dan persidangan, pelaksanaan pengolahan dan pengkaijan terhadap risalah dan persidangan, pengkoordinasian pelaksanaan risalah dan persidangan, dengan instansi terkait dengan memperbaiki hasil kerja agar sesuai dengan petunjuk dan aturan; 

2.7. Mengontrol setiap pekerjaan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian Risalah dan Persidangan, penyusunan kriteria risalah dan persidangan, pengkoordinasian pelaksanaan risalah dan persidangan dengan instansi terkait dengan mengawasi agar efektif dan efisien;

2.8. Melaporkan kegiatan Sub Bagian risalah dan persidangan kepada Kepala Bagian Persidangan dengan menyusun laporan untuk mengetahui tingkat kinerja;

2.9. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. KEPALA    SUB    BAGIAN    PERUNDANG -  UNDANGAN DAN DOKUMENTASI

1. TUGAS POKOK  :

Memimpin, merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol kegiatan Sub Bagian Perundang-undangan dan dokumentasi, memberikan petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Sub Bagian Perundang-undangan dan dokumentasi sehingga berhasil dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. URAIAN TUGAS :

2.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perundang-undangan dan dokumentasi dari hasil perumusan program dengan menyusun kegiatan agar terencana dengan baik; 

2.2. Membagi tugas kepada bawahan melalui pendistribusian untuk kelancaran tugas;

2.3. Memberi petunjuk kepada bawahan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing dengan arahan agar terlaksana dengan baik dan benar;  

2.4. Membimbing bawahan dalam menyelesaikan tugas dengan memberikan arahan sehingga terlaksana dengan baik;     

2.5. Memeriksa dan mengecek pekerjaan bawahan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian Perundang-undangan dan dokumentasi, pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota  dan produk hukum lainnya, pelaksanaan penelaahan/kajian dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota  dan produk hukum lainnya, serta pelaksanaan penelaahan/kajian hukum atas perjanjian antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan teliti agar tugas dilaksanakan dengan benar; 

2.6. Mengoreksi hasil kerja bawahan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian Perundang-undangan dan dokumentasi, pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota  dan produk hukum lainnya, pelaksanaan penelaahan/kajian dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota  dan produk hukum lainnya, serta pelaksanaan penelaahan/kajian hukum atas perjanjian antara pemerintah daerah  dengan pihak lain dengan memperbaiki hasil kerja agar sesuai dengan petunjuk dan aturan;

2.7. Mengontrol setiap pekerjaan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian Perundang-undangan dan dokumentasi, pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota  dan produk hukum lainnya, pelaksanaan penelaahan/kajian dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota  dan produk hukum lainnya, serta pelaksanaan penelaahan/kajian hukum atas perjanjian antara pemerintah daerah dengan pihak lain dengan mengawasi agar efektif dan efisien;

2.8. Melaporkan kegiatan Sub Bagian Perundang-undangan dan dokumentasi kepada Kepala Bagian Hukum dengan menyusun laporan untuk mengetahui tingkat kinerja;

2.9. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. KEPALA SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DPRD
1. TUGAS POKOK :

Memimpin, Merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol kegiatan Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD, memberikan petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD sehingga berhasil dan berdaya guna, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. URAIAN TUGAS :

2.1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD dari hasil perumusan program dengan menyusun kegiatan agar terencana dengan baik; 

2.2. Membagi tugas kepada bawahan melalui pendistribusian untuk kelancaran tugas;

2.3. Memberi petunjuk kepada bawahan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing dengan arahan agar terlaksana dengan baik dan benar;  

2.4. Membimbing bawahan dalam menyelesaikan tugas dengan memberikan arahan sehingga terlaksana dengan baik;     

2.5. Memeriksa dan mengecek pekerjaan bawahan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD, pelaksanaan kegiatan pengadaan perlengkapan alat kelengkapan DPRD, dengan teliti agar tugas dilaksanakan dengan benar;

2.6. Mengoreksi hasil kerja bawahan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD, pelaksanaan kegiatan pengadaan perlengkapan alat kelengkapan DPRD, dengan memperbaiki hasil kerja agar sesuai dengan petunjuk dan aturan;

2.7. Mengontrol setiap pekerjaan meliputi pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD, pelaksanaan kegiatan pengadaan perlengkapan alat kelengkapan DPRD, dengan mengawasi agar efektif dan efisien; 

2.8. Melaporkan kegiatan Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD kepada Kepala Bagian Persidangan dengan menyusun laporan untuk mengetahui tingkat kinerja;

2.9. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

	BAB l  
	PENDAHULUAN

	
	1.1
	Latar Belakang

	
	1.2
	Landasan Hukum

	
	1.3
	Maksud dan Tujuan 

	
	1.4
	Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD

	
	1.5
	Sistematika Penulisan

	BAB ll

	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN  LALU

	BAB lll
	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

	
	3.1
	Tujuan dan Sasaran

	
	3.2
	Program dan Kegiatan

	BAB IV
	PENUTUP


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Kinerja Sekretariat DPRD Kota Serang tahun 2018 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan Kegiatan. Adapun Pencapaian Kinerja Sasaran tahun 2018 yang terdiri dari 6 (Enam) Program dengan 37 (Tiga Puluh Tujuh) kegiatan adalah sebagai berikut :
	NO
	Program
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Capaian

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8

	1
	Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran
	 Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan DPRD
	Tersedianya sarana dan prasarana kesekretariatan
	100%
	99,98 %
	96.77

	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	Tefasililitasinya Komunikasi dan Penerangan Lingkungan Kantor
	Input :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya Dana 
	264.000.000,00
	216.114.112,00
	81,86 %

	
	
	
	Output  :
	 
	 
	 

	
	
	
	Terbayarnya Rekening Listrik , telpon dan internet
	   12 Bulan
	12 Bulan
	100%

	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
	Tesedianyan Peratan dan Perlengkapan Kantor 
	Input :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya Dana 
	340.160.000,00
	339.525.000,00
	99,91 %

	
	
	
	Output  :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersewanya gedung Sekretariat Fraksi dan Kebutuhan rapat paripurna istimewa
	 Sewa gedung.1 tahun dan paripurna istimewa 10 kali
	Sewa gedung.1 tahun dan paripurna istimewa 7  kali 
	81.83%

	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan
	Terjaminnya kesehatan bagi anggota DPRD dan Keluarga  
	Input :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya Dana 
	2.202.880.000,00
	2.174.493.320,00
	98.71%

	
	
	
	Output  :
	 
	 
	 

	
	
	
	Terbayarnya premi asuransi kesehatan 
	12 bln
	12  bln
	100%

	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor
	Terjaganya kebersihan dilingkungan kantor
	Input :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya Dana 
	211.240.000,00
	210.741.198,00
	99, 76%

	
	
	
	Output  :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tefasilitasinya honor OB .
	12 bln
	12 bln
	100%

	
	Penyediaan alat tulis kantor
	Terfasilitasinya kebutuhan Kesekretariatan  
	Input :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya Dana
	97.500.000,00
	94.252.000,00
	96,67 %

	
	
	
	Output  :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya ATK bagi pegawai 
	135 org
	135 org
	100%

	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	Terfasilitasinya kebutuhan Kesekretariatan  
	Input :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya Dana
	175.620.000,00
	170.287.385,00
	96.96%

	
	
	
	Output  :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 
	2  paket
	2  paket
	100%

	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	Tefasilitasinya penerangan di lingkungan kantor
	Input :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya Dana
	115.740.000,00
	115.701.000,00
	99,97 %

	
	
	
	Output  :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya  Instalasi komponen Listrik
	28 item
	28 item
	100%

	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
	Tefasilitasinya penunjang pelaksanaan tugas pekerjaan
	Input :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya Dana
	236.455,000.00
	231.003.500,00
	97,69 %

	
	
	
	Output  :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya   peralatan dan perlengkapan listrik 
	1 paket
	1 Paket
	100%

	
	Penyediaan makanan dan minuman
	Tefasilitasinya penunjang pelaksanaan tugas pekerjaan
	Input :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya Dana
	1.022.500.000,00
	1.020.832.000,00
	99,84 %

	
	
	
	Output  :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya jamuan makanan dan minuman harian, rapat, dan tamu
	Makmin harian, rapat, dan tamu untuk 11 bln, serta Makmin 10 kali rapat paripurna istimewa.
	Makmin harian, rapat, dan tamu untuk 11 bln, serta Makmin 7 kali rapat paripurna istimewa.
	89,47 %

	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
	Tefasilitasinya penunjang pelaksanaan tugas pekerjaan
	Input :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya Dana
	1.280.986.100,00
	1.263.039.454,00
	98,60 %

	
	
	
	Output  :
	 
	 
	 

	
	
	
	Terfasilitasinya kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
	73 org Pegawai 
	73 org Pegawai
	99.78%

	
	Penyediaan jasa Pengamanan Lingkungan Kantor
	Terjaganya keamanan di lingkungan  kantor
	Input :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya Dana
	446.295.000,00
	446.111.000,00
	99,96 %

	
	
	
	Output  :
	 
	 
	 

	
	
	
	Terfasilitasinya honorarium dan pakaian seragam petugas keamanan lingkungan kantor.
	Honor Satpam utk 12 bln, 16 stel seragam, dan honorarium PAM 10  x rapat Parp. Istw
	Honor Satpam utk 12 bln, 16 stel seragam, dan honorarium PAM 7 x rapat Parp. Istw.
	86,88 %

	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi  Dalam daerah
	Tefasilitasinya penunjang pelaksanaan tugas pekerjaan
	Input :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya Dana
	157.260.000.00
	56.695.000,00
	36,05 %

	
	
	
	Output  :
	 
	 
	 

	
	
	
	Terfasilitasinya honorarium dan pakaian seragam petugas keamanan lingkungan kantor.
	73 org Pegawai 
	73 org Pegawai
	40%

	2
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 
	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
	Tersedianya dan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
	100%
	99.52%
	98.58%

	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
	Meningkatnya usia pakai gedung kantor
	Input :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya Dana
	185.300.000,00
	183.491.700,00
	99,02%

	
	
	
	Output  :
	 
	 
	 

	
	
	
	Terpeliharanya halaman dan gedung kantor.
	Halm. Kantor dan gedung DPRD, serta Set. Fraksi dan Set. DPRD
	Halm. Kantor dan gedung DPRD, serta Set. Fraksi dan Set. DPRD
	99.17%

	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
	Meningkatnya usia pakai gedung kantor
	Input :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya Dana
	764.615.000,00
	752.069.350,00
	98,36%

	
	
	
	Output  :
	 
	 
	 

	
	
	
	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor
	11 unit roda empat dan 6 unit roda dua
	11 unit roda empat dan 6 unit roda dua
	100%

	
	Pemeliharaanrutin/berkala perlengkapan
	Meningkatnya usia akai gedung kantor
	Input :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya Dana
	32.010.000,00
	31.404.000,00
	98,11%

	
	
	
	Output  :
	 Service AC (40 unit x 4 kali), Service Vacum Cleaner (2 unit x 4 kali), Service Dispenser (20 unit x 4 kali), Pemeliharaan Wireles (2 unit x 4 kali) dan Pemeliharaan Meja dan Kursi Sidang DPRD (50 buah x 4 kali)
	 Service AC (40 unit x 4 kali), Service Vacum Cleaner (2 unit x 4 kali), Service Dispenser (20 unit x 4 kali), Pemeliharaan Wireles (2 unit x 4 kali) dan Pemeliharaan Meja dan Kursi Sidang DPRD (50 buah x 4 kali)
	98.91%

	
	
	
	Terpeliharanya peralatan gedung kantor
	
	
	

	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
	Meningkatnya usia pakai gedung kantor
	Input :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya Dana
	74.676.070,00
	71.656.400,00
	95,14%

	
	
	
	Output  :
	 
	 
	 

	
	
	
	Terpeliharanya peralatan gedung kantor
	20 unit Laptop dan printer, 6 unit mesin tik manual, 2 unit mesing jet pump, 4 unit infocus, 4 unit kamera digital, 1 unit jaringan dan mesin pemotong rumput.
	20 unit Laptop dan printer, 6 unit mesin tik manual, 2 unit mesing jet pump, 4 unit infocus, 4 unit kamera digital, 1 unit jaringan dan mesin pemotong rumput.
	100%

	3
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur 
	 Meningkatnya disiplin aparatur
	 Tersedianya pakaian dinas dan atributnya  bagi anggota DPRD
	100%
	99.47%
	97,96 %

	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya gedung kantor 
	Menigkatnya disiplin pegawai
	Input :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya Dana
	415.950.000,00
	407.485.000,00
	97,96 %

	
	
	
	Output  :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya pakaian dinas anggota DPRD dan unsur Setwan.
	58 stel PSR, 45 stel PDH, 90 stel PSH, dan 90 lencana dan topi DPRD.
	58 stel PSR, 45 stel PDH, 90 stel PSH, dan 90 lencana dan topi DPRD.
	99.47%

	4
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	 Meningkatnya pemahaman SDM Aparatur Sekretriat DPRD
	 Terselenggaranya BINTEK
	100%
	82.63%
	79,83 %

	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
	Meningkatnya pemahaman SDM Aparatur Sekretriat DPRD tehadap peraturan per uu
	Input :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya Dana
	437.230.000,00
	349.035.690,00
	79,83%

	
	
	
	Output  :
	 
	 
	 

	
	
	
	Terfasilitasinya pelaksanaan Bintek bagi PNS di lingkungan Setwan.
	Gol III dan Gol IV
	Gol III dan Gol IV
	82.63%

	5
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 
	 Meningkatnya pelaporan  Akutanbilitas Kinerja dan Keuangan
	Tersusunnya pelaporan Capaian  kinerja dan  keuangan SKPD
	100%
	98.90%
	 97,33 %

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 
	Ditetapkannya Dokumen pelaporan kinerja SKPD
	Input :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya Dana
	111.472.500,00
	110.097.500,00
	98,77 %

	
	
	
	Output  :
	6 dok
	6 dok
	100%

	
	
	
	Tersusunnya dok Tapkin 2013 dan dok LAKIP 2012. Serta dok Evaluasi LAKIP Triwl 2012.
	
	
	

	
	Penyusunan pelaporan Semesteran
	Ditetapkannya Dokumen pelaporan Semesteran
	Input :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya Dana
	36.245.000.00
	35.545.000.00
	98,07 %

	
	
	
	Output  :
	6 dok
	6 dok
	100%

	
	
	
	Tersusunnya dok Dokumen laporan keuangan periode bulanan dan triwulan serta dokumen laporan keuangan semester I dan prognosis semester II)
	
	
	

	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
	Ditetapkannya Dokumen pelaporan Keuangan SKPD
	Input :
	107.230.500,00
	104.325.500,00
	97,29 %

	
	
	
	Tersedianya Dana
	
	
	

	
	
	
	Output  :
	9 dok
	9 dok
	99.01%

	
	
	
	Tersusunnya dok pelaporan keu akhir TA 2012, serta dok lap keu. Periode bulanan (juli sd. Desember) dan Triwl (III & IV)
	
	
	

	
	Penyusunan  Rencana Kerja dan Anggaran  SKPD
	Ditetapkannya Dokumen pelaporan Keuangan SKPD
	Input :
	130.922.500,00
	125.593.786,00
	95,93 %

	
	
	
	Tersedianya Dana
	
	
	

	
	
	
	Output  :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersusunnya dok pelaporan keu akhir TA 2012, serta dok lap keu. Periode bulanan (juli sd. Desember) dan Triwl (III & IV)
	9 dok
	9 dok
	96.61%

	6
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 
	Meningkatkan kinerja DPRD
	Tefasilitasinya kegiatan DPRD  
	100%
	86.56%
	 88,42%

	
	 Pembahasan rancangan peraturan daerah
	Di setujuinya raperda hasil prolegda dan non prolegda
	Input :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya Dana
	8.396.836.500,00
	7.144.915.675,00
	85,09%

	
	
	
	Output  :
	 
	 
	 

	
	
	
	Terselenggaranya fasilitasi kegiatan penyusunan Raperda dan keputusan DPRD 
	17 keputusan
	17 keputusan
	90.96%

	
	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
	Terakomodirya aspirasi masyarakat kota serang
	Input :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya Dana
	44.434.500,00
	25.932.000,00
	58,36 %

	
	
	
	Output  :
	 
	 
	 

	
	
	
	Terselenggarannya kegt. Hearing/Dialog
	1 giat
	1 giat
	59,51 %

	
	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
	Tefasilitasinya rapat rapat DPRD
	Input :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya Dana
	5.128.277.500,00
	4.987.389.587,00
	97,2 5%

	
	
	
	Output  :
	 
	 
	 

	
	
	
	Terselenggaranya rapat rapat alat kelengkapan Dewan 
	42 giat
	42 giat
	99,27 %

	
	Rapat-rapat paripurna
	Tefasilitasinya rapat rapat DPRD
	Input :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya Dana
	423.125.000,00
	360.682.500,00
	85,24 %

	
	
	
	Output  :
	 
	 
	 

	
	
	
	Terselenggaranya rapat-rapat paripurna DPRD
	47  x rapat paripurna biasa, dan 10  x rapat paripurna istimewa 
	47 x rapat paripurna biasa, dan7 x rapat paripurna istimewa 
	85,78 %

	
	Kegiatan Reses
	Terakomodirya aspirasi masyarakat  dapil kota serang
	Input :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya Dana
	2.581.507.500,00
	2.544.680.000,00
	98,57 %

	
	
	
	Output  :
	 
	 
	 

	
	
	
	Terlaksananya kegiatan reses bagi Anggota DPRD
	3 kegiatan reses DPRD di 5 Dapil
	3 kegiatan reses DPRD di 5 Dapil
	99,47%

	
	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
	Meningkatnya pemahaman anggota DPRD Terhadap Tupoksinya
	Input :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya Dana
	3.295.641.600,00
	2.560.083.561,00
	77,68 %

	
	
	
	Output  :
	 
	 
	 

	
	
	
	Terfasilitasinya kegiatan kunker / study banding Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Serang, ke luar daerah
	3x Kunker Pimpinan, 3 x kunker Komisi (1.2.3.dan 4), 2 x kunker banmus, Banag, Bk,dan Banleg serta 50 x kunker dalam daerah 
	3x Kunker Pimpinan, 3 x kunker Komisi (1.2.3.dan 4), 2 x kunker banmus, Banag, Bk,dan Banleg serta 50 x kunker dalam daerah
	95,41 %

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
	Meningkatnya pemahaman anggota DPRD Terhadap Peraturan undang undangan 
	Input :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya Dana
	3.053.830.000,00
	2.783.651.244.00
	91,15 %

	
	
	
	Output  :
	8 x bintek perorangan, 1 x Bintek  Adeksi ( 9 hr )  2 x Bintek Pimpinan ( 3 hr)
	8 x bintek perorangan, 0 x Bintek  Adeksi ( 9 hr )  0 x Bintek Pimpinan ( 3 hr)
	72,76 %

	
	
	
	Bertambahnya pengetahuan anggota DPRD 
	
	
	

	
	Evaluasi Rekomendasi Terhadap LKPJ
	Meningkatnya pemahaman anggota DPRD Terhadap Peraturan undang undangan 
	Input :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya Dana
	949.872.500,00
	751.802.500.00
	91,15 %

	
	
	
	Output  :
	1  giat LKPJ Akhir Tahun, 1 giat LKPJ AMJ
	1  giat LKPJ Akhir Tahun, 1 giat LKPJ AMJ
	87,47 %

	
	
	
	Bertambahnya pengetahuan anggota DPRD 
	
	
	

	
	Evaluasi Rekomendasi Terhadap LKPPD
	Meningkatnya pemahaman anggota DPRD Terhadap Peraturan undang undangan 
	Input :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya Dana
	478.652.500,00
	387.682.500.00
	80.99, %

	
	
	
	Output  :
	1 Kali LHP BPK
	1 Kali LHP BPK
	83,28 %

	
	
	
	Bertambahnya pengetahuan anggota DPRD 
	
	
	

	
	Program Tahunan DPRD
	Meningkatnya pemahaman anggota DPRD Terhadap Peraturan undang undangan 
	Input :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya Dana
	387.972.500,00
	382.530.000.00
	84.68, %

	
	
	
	Output  :
	1 giat Pokok – pokok Pikiran 1 giat Renja DPRD
	1 giat Pokok – pokok Pikiran 1 giat Renja DPRD
	91,69 %

	
	
	
	Bertambahnya pengetahuan anggota DPRD 
	
	
	

	7
	Program  Kerjasama Informasi dengan Mas Media.
	TerInformasikanya Kinerja DPRD
	Adanya Pemberitaan di Mas Media  
	100%
	100%
	99,85 %

	
	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 
	Terinformasikanya pemberitaan tentang pembangunan daerah kota serang
	Input :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya Dana
	31.395.000,00
	30.975.000,00
	98,66 %

	
	
	
	Output  :
	 
	 
	 

	
	
	
	Diterbitkannya pemberitaan tentang pembangunan daerah versi DPRD
	12
	12
	100%

	
	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
	Terinformasikanya  pemberitaan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah kota serang
	Input :
	 
	 
	 

	
	
	
	Tersedianya Dana
	711.724,000,00
	711.014,000,00
	99,90 %

	
	
	
	Output  :
	 
	 
	 

	
	
	
	Diterbitkannya pemberitaan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah versi DPRD
	12
	12
	100, %

	
	
	
	
	
	
	

	8
	Program Peningkatan Kelembagaan Perangkat Daerah.
	Meningkatnya kelembagaan perangkat Daerah
	Tersusunnya Renja SKPD  
	100%
	97.90%
	91,83 % 

	
	 Penyusunan Rencana Strategis SKPD
	Ditetapkannya dokumen Renstra  SKPD 
	Input :
	67.007.500.00
	64.978.500,00
	96,88 %

	
	
	
	Tersedianya Dana
	
	
	

	
	
	
	Output  :
	3
	3
	100%

	
	
	
	Tersusunnya Rencana Strategis SKPD  tahun Rencana 
	
	
	

	
	 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
	Ditetapkannya dokumen perencanaan kinerja SKPD dan perencanaan keunagan SKPD
	Input :
	57..010,000.00
	48.958.995,00
	85,88 %

	
	
	
	Tersedianya Dana
	
	
	

	
	
	
	Output  :
	3
	3
	95.80%

	
	
	
	Tersusunnya Rencana Kinerja dan Rencana Anggaran SKPD tahun rencana.
	
	
	


Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Serang  telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun anggaran 2017 yang diformulasikan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Perubahan  (DPA-P SKPD) Tahun Anggaran 2017, dengan jumlah pagu anggaran SKPD pada Sekretariat DPRD Kota Serang sesuai dengan anggaran perubahan, adalah sebesar Rp 57.132.481.529,00,- (BTL dan BL), dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung ( BTL )
: Rp.   3.081.743.094,00-
2. Belanja Langsung ( BL )

: Rp. 54.050.738.435,00,-

dan untuk Belanja Langsung pada Non Urusan diarahkan pada prioritas 5 (lima) Program dan 22 (dua puluh dua) Kegiatan, serta untuk Urusan Wajib diarahkan pada 3 (tiga) Program dan 14 (Empat Belas) kegiatan. 

Adapun Capaian Kinerja SKPD pada Sekretariat DPRD dapat disimpulkan atas penyelenggaraan Urusan Wajib sebagaimana tertuang dalam IKU Sekretariat DPRD untuk Tahun Anggaran 2017, yang direalisasikan melalui belanja Program dan Kegiatan secara keseluruhan adalah sebagai berikut : 
1. Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tingkat capaian target dari indikator kinerja persentase peningkatan kapasitas kelembagaan perwakilan rakyat daerah belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu  hanya tercapai sebesar 86,46 %, hal ini  disebabkan oleh beberapa faktor penghambat atau kendala antara lain :

a. Ketidakcermatan PPTK dalam menyusun perencanaan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, kurang teliti dalam membaca kondisi waktu yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan pada anggaran perubahan;

b. Kurangnya staf tenaga administrasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan;

Terdapat target kinerja yang tidak tercapai (Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan DPRD), dari target 11 giat hanya terserap 8 giat.

c. Terdapat efisiensi dari belanja Tiketing Pesawat, belanja transport SPPD, dan belanja akomodasi hotel (melalui pembayaran LS).

Solusi dan Saran untuk tahun anggaran berikutnya, agar :

a. PPTK lebih cermat dan teliti dalam menyusun, merencanakan, dan mengevaluasi jadwal pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan waktu yang tersedia, khususnya pada anggaran perubahan.

b. Mengusulkan staf tenaga administrasi yang trampil dan profesional.

2. Persentase Peningkatan Kerjasama Informasi dengan Mas Media.

Sementara tingkat capaian target dari indikator kinerja persentase Peningkatan Kerjasama Informasi dengan Mas Media telah tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100 %, dengan kata lain tidak ditemukan permasalahan yang berarti.mencapai target yang ditetapkan, yaitu tercapai sebesar 100 %,. 

3. Persentase Peningkatan Kelembagaan Perangkat Daerah.

Tingkat capaian target dari indikator kinerja persentase Peningkatan Kelembagaan Perangkat Daerah telah tercapai mencapai target yang ditetapkan, yaitu  hanya tercapai sebesar 97,90 %, hal ini  disebabkan oleh beberapa faktor penghambat atau kendala antara lain :
a. Ketidakcermatan PPTK dalam menyusun perencanaan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, kurang teliti dalam membaca kondisi waktu yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan pada anggaran perubahan;

b. Kurangnya staf tenaga administrasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan;

Solusi dan saran untuk tahun anggaran berikutnya, agar :

a. PPTK lebih cermat dan teliti dalam menyusun, merencanakan, dan mengevaluasi jadwal pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan waktu yang tersedia, khususnya pada anggaran perubahan. 

b. Mengusulkan staf tenaga administrasi yang trampil dan profesional.
BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1
Tujuan dan Sasaran


Sejalan dengan Visi Sekretariat DPRD  Kota Serang Tahun yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) DPRD Kota Serang Tahun 2013 – 2018 yaitu “ PELAYANAN PRIMA TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI WEWENANG  DPRD ”, maka untuk mendukung prioritas pembangunan daerah serta untuk mewujudkan visi Sekretariat DPRD  Kota Serang tersebut perlu ditetapkan sasaran dan tujuan  yang akan dicapai melalui Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 yang mengacu pada misi Sekretariat DPRD  Kota Serang sebagai berikut :
Pertama : pelayanan prima yang diinginkan oleh Sekretariat DPRD Kota Serang adalah mencerminkan bahwa dimasa datang tugas pokok, dan fungsi Sekretraiat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang tidak dimaknai secara sempit yaitu hanya secara administratif/ketatausahaan akan tetapi diarahkan pada dukungan dan penguasaan terhadap esensi pelaksanaan tugas legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Derah baik dari aspek teknis maupun akademis.
Kedua : terciptanya dukungan yang berkualitas dan berarti atas sinergitas lembaga legislatif dan eksekutif sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang mencerminkan kehandalan sumber daya manusia (SDM) dalam jajaran Sekretariat DPRD sebagai sumber inspirasi lembaga legislatif dalam merancang dan mengoptimalkan peran public relation-nya, dengan selalau bersikap proaktif dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang potensial bersinergi dengan lembaga legislatif guna mewujudkan keharmonisan local triumvirat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Misi SKPD
Sekretariat DPRD Kota Serang merumuskan Misi Organisasi sebagai tugas utama yang harus dilakukan organisasi guna mencapai Visi organisasi dengan memperhatikan kepentingan seluruh komponen dan pihak yang terkait dengan organisasi ke dalam 2 (dua) Misi yang jelas yaitu sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi Substantif dan Administratif aparatur Sekretariat DPRD guna menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi .
Penjelasan :
1.1. Peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi substantif, mencerminkan adanya perluasan wawasan dan pengetahuan dalam memahami tugas dan fungsi sesuai kedudukannya dalam Sekretariat DPRD guna mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan Anggota DPRD; dan
1.2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi administratif, mencerminkan bertambahnya kemampuan aparatur Sekretariat DPRD secara teknis administratif dan manajerial dalam mendukung tertib administrasi dan dokumentasi serta meningkatkan kinerja kegiatan.
2. Peningkatan dukungan sinergitas legislatif dan eksekutif sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, mencerminkan kehandalan aparatur Sekretraiat DPRD Kota Serang dalam menjembatani kepentingan/aspirasi legislatif dan eksekutif.
Penjelasan :
2.1. Meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD dalam membangun jaringan informasi dan membentuk Pusat Penelitian dan Pelayanan Informasi;
2.2. Meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD dalam membangun jaringan kelembagaan untuk mendukung arus informasi dan komunikasi internal dan eksternal DPRD.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Tujuan 
Tujuan yang ditetapkan berdasarkan penjabaran dari misi adalah : Peningkatan dan pengembangan organisasi dalam mendukung sinergitas eksekutif dan legislatif sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.2 

Program dan Kegiatan



Sebagai bentuk penjabaran dari Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka perlu dibuat Perencanaan kerja yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun. Perencanaan Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Serang untuk Tahun 2019 beserta pagu indikatif adalah sebagai berikut : 

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SEKRETARIAT DPRD KOTA SERANG

TAHUN ANGGARAN  2019
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Serang Tahun 2018 adalah Dokumen Perencanaan Sekretariat DPRD Kota Serang untuk periode 1 (satu) tahun serta merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Sekretariat DPRD Kota Serang selama Tahun 2019.

Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sekretariat DPRD Kota Serang pada tahun 2019 dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. 

Dengan adanya Renja Sekretariat DPRD Kota Serang, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya  penjabaran dari Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Serang diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan. 
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